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Kawal Kripto

Jangan Dijadikan Mata Uang

JAKARTA, (PR}.-

Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi {Bappebti}
Didid Noordiatmoko meminta semua pihak
melakukan pengawalan agar kripto tidak menjadi
mata uang (currency), tetapi tetap menjadi aset.

Dia juga meminta semua
pihak nnink mengawal Ran-
cangan Undang-Undang Len-
tang Pengembangan dan Pe-
nguatan Sekior Kenangan
(RUU PPSK), khususnya ter-
kait dengan pasal-pasal vang
menvangkul inovasi leknolo-
gi sektor keuangan (ITSK).

"Mari sama-sama kita ka-
wal RUU PPSK ini, agar krip-
to tidak menjadi currency,
tetapi tetap menjadi aset," ka-
ta Didid dalam diskusi berta-
juk Arah Pengembangan Aset
Kripto dalam RUU PPSK
yang diselenggarakan Celios
di Jakarta, Rabu (2/11/2022),
sepert dilansir Antara.

Dia menjelaskan rencana
perindatian pengelolaan asel
Jripto dari Bappebii ke Otori-
tas Jasa Kenangan (OJK)
akan dilakukan secara berta-
hap, yang kemungkinan
mencapal waktu lima tahun.

Mengacu pada RUU PPSK,
dalam Pasal zos dan zo7y
disebutkan bahwa aset kripto

akan berada di bawah wewe-
nang (JJK dan Bank Indone-
sia (BI}, bukan Bappebti lagi.

"Kami ingin memastikan
pengelolaan aset kripto akan
tetap sustain. Bappebti atau-
pun OJK yang mengelola itu,”
kata Didid.

Meskipun demikian, apabi-
la aturan ini disahkan, pihak-
mya memastikan  Bappebli
akan tetap memperbaild per-
atnran tentang aset kripto
vang terdapat di dalam Per-
aturan Badan Pengawas Per-
dagangan Berjangka Komodi-
ti Nomeor 8 Tahun 2021 ten-
tang Pedoman Penyelengga-
raan Perdagangan Aset Fisik
Kripto di Bursa Berjangka,
Kementerian Perdagangan
(Perba Nomeor 8 /2021).

"Kami tidak sempurna, te-
tapi kami sudah mencoba,
dan kami sudah berhasil
mengawal perdagangan aset
kripto,” kala Didid.

Sebagai informasi, pelang-
gan asel kripto di Indonesia
mencapai 16,1 juta orang
hingga akhir Oktober 2022,
dengan 48 persennya berusia
18-35 tahun, scrta transaksi
asel kripto tercatat mencapai
kisaran Rp 260 friliun per
September zozz.

Harmonisasi

Sementara itm, Direktur

Eksekutif Celios Bhima Yu-
dhistira menyampaikan perhi
dilakukan hanmonisasi terha-
dap aturan aset kripto yang
ada di dalam RUU PPSK dan
Perba Nomor 8/zo0z21. To-
juannya, agar komoditas ini
dapat terus herkembang di
Indonesia.

"RUL PPSK idealnya disin-
kronkan dengan pengaluran
di dalam Perba Nomor 8 ka-
rena sama-sama bicara soal
aturan aset kripto. Jangan
ada duvalisme antara Bappeht
dengan olorilas lain karena
bisa menghambat pengem-
bangan aset kripto.” kata Bhi-
ma di Jakarta, Rabu (2/11/-
2022), dilutip Antara.

Alasarmya, ia menilaj atur-
an tentang aset kripto dalam
RUU PPSK cenderung mermni-
hingungkan, karena posisinya
vang berada di bawah BI dan
0OJK, berlakn sehagai mata
nang alan komodilas.

Menmurut dia, aturan aset
kriplo di bawah olorilas BI
dan OJK berisiko menggeser
definisinya dari kemoditas
menjadi mata nang, sehingga
dapat menimbulkan ganggn-
an pada sektor keuangan.

"Apakah Bappebti akan
masulk di bawah ranah OJK?
Bagaimana dengan peran Ke-
menterian Perdagangan seba-
gai pembnat kehijakan terkait.

perdagangan berjangka? Per-
tanyaan ini hars segera di-
jawab, dan draf RUU PPSK
perlu diubah total pada bagi-
an asel kripto untuk meng-
akomodasi pengaturan yang
ideal bagi stabilitas perekono-
mian dan perlindungan in-
vestor,” kata Bhima.

Dalam Perba Nomor 8, dia
menyebul harusnya aluran
tentang aset kripto menitik-
beratkan pada mitigasi risiko
wang muncul di industri ini.

Dengan itu, pihaknya me-
minta Bappebli untuk segera
merevisi poin-poin yang ada
dalam Perba Nomor 8 sebe-
lurm RUU PPSK disahkan.

"Catatan untuk peraturan
Bappebli sendiri, setidaknya
harus ada perbaikan teknis
persvaratan modal minimum
bursa herjangka, lembaga Ki-
ring, dan tempat penyimpan-
an aset kripto, sehingga tidak
menghambal  berkembang-
nva infrastrukinr perdagang-
an asel kriplo di Indonesia,”
kata Bhima.

Sebagai informasi, polemik
aluran lenlang asel kriplo
masih herlangsung seiring
adanya Pasal 205 dan 207
RUU PPSK yang menyebut
aset kripto di bawah BI dan
OJK, serta masih perlunya di-
lakukan perbaikan atas Perba
Nomor 8. (Huminea)***
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